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KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Istansi Pemerintahan (LAKIP) Tahun 2017 Direktorat Perencanaan dan
Pengembangan (BPTJ) Kementerian Perhubungan merupakan hasil pelaksanaan tugas sebagai
pertanggungjawaban akuntabilitas terhadap kinerja sekaligus bahan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai
selama 1 (satu) tahun anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Perencanaan dan Pengembangan (BPTJ) disusun
berdasarkan Pedoman Penyusunan LAKIP sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat untuk memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang
telah dan seharusnya dicapai dan untuk perbaikan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Pada kesempatan ini saya selaku Direktur Perencanaan dan Pengembangan (BPTJ) mengucapkan
terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pejabat dan pelaksana yang telah mendukung sehingga
pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Perencanaan dan Pengembangan (BPTJ) pada tahun 2017 dapat
terlaksana dengan sebaik-baiknya.
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Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah
rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan
penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan
kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja
instansi pemerintah. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang

bersangkutan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu
rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk
manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran.
Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),
selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun

anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, bahwa Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan
fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal
terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan
evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran
kinerja. Laporan kinerja tersebut bertujuan untuk :
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah
dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan
kinerjanya.
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